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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1.
Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktek yang telah penulis lakukan di BP-UTTP Direktorat Metrologi Bandung mengenai pengelolaan biaya tera dan tera ulang, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pengelolaan biaya tera dan tera ulang didapat kesimpulan bahwa :
a. Pengelolaan biaya tera dan tera ulang dilaksanakan oleh bendahara khusus penerima dan penyetor dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No.26 tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera dan Peraturan Pemerintah RI No.16 tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera yang kemudian akan diserahkan kepada negara.

b. Kegiatan peneraan dapat dilakukan didalam kantor maupun di luar kantor. Adapun jenis tera dan tera ulang antara lain : Tera di Kantor, Tera di Luar Kantor, Tera Ulang di Kantor, dan Tera Ulang di Luar Kantor.
c.   Jenis Cap Tanda Tera yang dikelola Direktorat Metrologi antara lain :

1) Cap Tanda Sah.
2) Cap Tanda Batal.
3) Cap Tanda Jaminan. 

4) Cap Tanda Daerah dan Pegawai yang berhak.
5) Cap Tanda Sah dan Tanda Batal yang tidak perlu di bubuhkan pada

    alat UTTP.

2. Dalam pemungutan biaya tera dan tera ulang terdapat hambatan yang di hadapi dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

a. Peraturan Pemerintah tentang Biaya Tera yang tidak sesuai lagi dengan keadaan perekonomian saat ini sehingga dalam pencapaian target dan realisai tidak dapat terlaksana dengan optimal.
b. Dengan diberlakukannya otonomi daerah dimana seluruh hasil pemungutan biaya tera yang dilaksanakan oleh metrologi yang ada di daerah termasuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pendapatan metrologi pusat.  
3. Dalam mencapai target dan realisasi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Metrologi maka pihak metrologi mengupayakan untuk selalu melakukan perubahan mengenai Peraturan Pemerintah tentang Biaya Tera yang diajukan kepada negara sehingga dapat mencapai target dan realisasi yang optimal.
4.2.
Saran

Saran yang dapat penulis berikan kepada Direktorat Metrologi Bandung sebagai tanda terima kasih atas kerjasamanya selama kerja praktek ini dan juga sebagai referensi untuk kemajuan Direktorat Metrologi Bandung di masa yang akan datang, yaitu :
1. Dalam penyajian laporan pengelolaan biaya tera dan tera ulang yang dilakukan oleh bendahara khusus penerima dan penyetor sebaiknya dibuat laporan yang tersusun setiap bulannya secara terperinci agar dalam proses pengelolaan biaya tera tersebut dapat terdata dan terealisasi dengan tepat.    
2. Dalam menghadapi kondisi perekonomian Indonesia saat ini, sebaiknya Direktorat Metrologi Pusat menngajukan pembuatan kebijakan intern mengenai biaya tera kepada negara apabila Peraturan Pemerintah yang baru belum dapat terealisasi.
3. Untuk mencapai target dan realisasi yang optimal sebaiknya dilakukan pengkajian ulang terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif Biaya Tera.  
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